
















Republik Rakyat Cina merupakan mitra hubungan antar negara yang menarik untuk diamati. Ada beberapa catatan yang dapat dibuat. Pertama, penduduknya terbanyak didunia. Kedua, sebagaian besar dari wilayahnya yang luas merupakan daratan. Ketiga, dengan runtuhnya Uni Soviet, RRC merupakan negeri komunis terbesar yang masih bertahan pasca perang dingin. Keempat, pertumbuhan ekonominya pada akhir abad kedua puluh dan sifat perekonomiannya yang seolah-olah untouchable oleh krisis ekonomi pada kurun waktu 1997-1998 telah menyedot perhatian tersendiri. Disamping itu dari sisi etnisitas, dengan mengabaikan heterogenitas diantara mereka, komunitas etnis ini paling luas penyebarannya dimuka bumi. Mereka mudah ditemui di hampir semua negara di lima benua. Bahkan sebagian diantaranya tercatat sebagai kelompok yang memiliki keunggulan ekonomi.​[1]​ 
Sejak tanggal 1 Oktober 1949 Republik Rakyat Cina didirikan sebagai negara komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Dibawah pemerintahan Mao Zedong yang otoriter karena kekuasaan tunggalnya kehidupan sehari-hari rakyat diawasi sangat ketat seperti halnya tidak adanya kebebasan berbicara, informasi, bergerak, serta kebebasan mencari pekerjaan, dan kampanye yang dilakukannya seperti kampanye lompatan jauh kedepan dan revolusi kebudayaan berperan mengakibatkan hilangnya 20-30 juta orang, dan memakan biaya ekonomi yang besar. Pada September tahun 1976 Mao Zedong meninggal dunia dan digantikan oleh Hua Goufeng sebagai ketua partai, perdana menteri, dan kepala komisi militer pusat dan pada tahun ini pula Jiang Qing dan “gerombolan Empat” yang merupakan keronco Mao Zedong ditangkap karena telah melakukan revolusi kebudayaan yang banyak sekali memakan korban jiwa.​[2]​   
Pada tahun 1977 pada saat Deng Xiaoping muncul kembali kelingkungan pemimpin elit dan memperkenalkan ‘Gaige Kaifang’ atau kebijakan pintu terbuka sebagai strategi untuk meningkatkan perekonomian Cina. Pada mulanya ide Deng Xiaoping ini belum dapat diterima akibat kelompok generasi tua yang belum sepenuhnya menerima visinya. Kemudian pada tahun 1978 visi Deng Xiaoping mengenai kebijakan Gaige Kaifang disahkan melalui sidang pleno III, pada kongres XI. Dan di tahun 1979 adanya ijin untuk mengadakan perdagangan dengan negara lain.​[3]​ 
Diawali pada tahun 1982, kongres partai telah mendudukan Hu Yaobang sebagai sekjen partai partai, dan Deng Xioaping mengepalai tentara pembebasan rakyat yang waktu itu sangat kuat, tema kongres itu adalah “empat modernisasi”. Kemudian pada tahun 1983 dalam Kongres Rakyat Nasional  VI mengangkat Zhao Ziyang sebagai Perdana Menteri otomatis Hua Guofeng sudah kehilangan semua jabatan pemimpin.​[4]​
Pada  tahun 1987 melalui Rapat Politbiro Partai memutuskan  Hu Yaobang diturunkan dari jabatan sekjen partai dan kedudukannya dirangkap oleh Zhao Ziyang yang disahkan dalam kongres partai XIII dan menetapkan “pemisahan partai dari negara”.  Kemudian di tahun 1988 pada sidang I, Kongres Rakyat Nasional VII memilih Li Peng sebagai Perdana Menteri menggantingan Zhao Ziyang.​[5]​
Tahun 1989 tepatnya bulan April Hu Yaobang mantan Sekjen PKC meninggal dunia tiba-tiba, disusul oleh demonstrasi mahasiswa di lapangan Tian’anmen, Cina dinyatakan dalam keadaan darurat, kemudian pada bulan Juni 1989, terjadilah pembantaian demonstran dilapangan Tian’anmen yang membuat deram Amerika Serikat dan  sempat memandekan implementai visi Deng Xioaping.di bulan Juni Zhao Ziyang diturunkan dari jabatan Sekjen Partai, dikeluarkan dari Politbiro dan komite sentral. Dan Jiang Zemin diangkat menjadi Sekjen PKC yang baru. 
Sebelum tahun 1990-an, pemerintah RRC dianggap sebagai pemerintahan gerontokratik,​[6]​ kekuasaan berada ditangan sejumlah pembuat keputusan yang rata-rata sudah lanjut usia, sementara itu prioritas kebijakan terfokus pada masalah-masalah ideologis.
Memasuki era 1990-an telah terjadi fenomena baru di lingkungan pemerintahan RRC. Hal itu ditandai dengan pergeseran kekuasaan dari  pemerintahan gerontokratik kepemerintahan teknokratik.​[7]​ Secara gradual, pemegang tampuk kekuasaan di RRC  beralih ketokoh muda yang lebih reformis. Pergeseran ini menandai pula munculnya kekuatan-kekuatan yang dapat menentukan masa depan RRC.
Tampilnya tokoh-tokoh muda yang merupakan generasi ketiga dalam pemerintahan RRC. Ditandai dengan adanya kongres partai ke 14 tahun 1992 yang mengefektifkan  Jiang Zemin sebagai ketua partai dan pembebasan rakyat. Tema utamanya adalah Socialist Market Economy dan menjungjung tinggi 4 moderinsasi Deng Xiaoping. Tahun 1998 Li Peng diganti oleh Zhu Rongji. Pada masa Jiang Zemin berhasil membawa Cina menuju kepada kemajuan yang sangat pesat baik ekonomi maupun teknologi seperti yang dicita-citakan Deng Xioaping, selain itu juga berhasil merumuskan posisi partai yang tidak lagi mewakili kekuatan kelas buruh dan tani saja tetapi mencakup seluruh kelas kekuatan produksi maju, kebudayaan yang maju dan kepentingan bangsa secara luas.
  Akhir tahun 2003 terjadinya regenerasi kepepimpinan Cina yaitu Jiang Zemin diganti oleh Hu Jintao, sebagai presiden RRC dan Zhu Rongji sebagai perdana menteri diganti oleh Wen Jiabao, ini patut dicermati karena perubahan kepemimpinan baru itu akan memberi nuansa baru dalam pembangunan ekonomi, meskipun kebijakan yang digulirkan oleh duet Jiang zemin-Zhu Rongji tidak bakal mengalami perubahan mendasar, tampak jelas bersama yang mereka bentuk adalah menjadi daerah kelas menengah yang berpenduduk 1,2 milyar jiwa.​[8]​      
Sebagai negara besar, keberhasilan kinerja Cina sejak tahun 1978 (Deng Xiaoping) yang menyerukan empat modernisasi yang meliputi sektor pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertahanan, yang disertai dengan reformasi dan kebijakan pintu terbuka berdampak kuat bagi perekonomian global . Kebijakan keterbukaan ini menandakan suatu proses evalusioner atau gradual, termasuk liberalisasi kurs mata uang asing, perdagangan internasioanal, dan penanaman modal asing. Memasuki era reformasi ekonomi yang dicanangkan Deng Xiaoping tahun 1978-an, menerapkan kebijakan pengendalian ketat atas harga dan substansi impor sebagai strategi pembangunannya. Pada tahun 1982, PMA yang masuk ke Cina (sejak lahirnya reformasi ekonomi tahun 1978) masih berkisar US$ 0,64 milyar dan merambat naik mencapai US$ 4,37 milyar pada tahun 1991. Sejak perjalanan Deng Xiaoping keselatan tahun 1992 terjadi lonjakan PMA, arus masuk mencapai $ 11,3 milyar pada tahun itu dan pada tahun 1993 meningkat lagi menjadi US$ 27,5 milyar. Selanjutnya, pada tahun 1994 masuk sebesar $33,8 milyar dan dalam tahun 1998 sebesar US$44,8 milyar.​[9]​
Sekarang RRC terlihat menjadi lebih proaktif dalam menjalankan politik luar negerinya, khususnya untuk mengejar kepentingan nasional kelima, yaitu economic sell-being,​[10]​ RRC juga menunjukan upaya kerasnya untuk dapat diterima di organisasi perdagangan dunia, The World Trade Organization (WTO), sejak masih berupa The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang baru pada November 2001 dalam pertemuan para menteri Negara anggota WTO di Qatar resmi diterima sebagai anggota ke-141 dan mulai efektif mulai 1 Januari 2002, hal ini merupakan suatu tahapan baru dalam percaturan keseimbangan perdagangan dan investasi internasional.
Pilihan masuknya Cina ke WTO, bagi negara tersebut bisa dikatakan sangat tepat, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, tentunya Cina memerlukan pasar yang lebih luas lagi guna memasarkan produk-produknya. Kini, produk Cina telah menyebar ke seluruh pasar di dunia dengan keunggulan harga yang sangat kompetitif. Dan ada kecenderungan bahwa harga produk Cina terus menurun. Pengaruh perubahan di RRC tersebut juga dapat kita lihat di Indonesia. Dalam bidang perdagangan produk-produk RRC membanjir. Produk elektronik maupun kendaraan bermotornya menjadi pesaing produk sejenis dari perusahaan-perusahaan Jepang. Disatu sisi, hal ini memberikan pilihan lebih luas bagi konsumen Indonesia. Akan tetapi, dari kacamata produsen dalam negeri, hal ini menandai bertambahnya pesaing yang harus dihadapi. 
Kenyataan diatas dan makin meningkatnya kehadiran mereka di Indonesia di masa yang akan datang merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi Indonesia dalam menyelenggarakan pembangunannya. Apabila selama ini Indonesia telah menjadi negara periferi dalam konteks industrialisasi Jepang, maka dengan kehadiran RRC, posisi Indonesia bisa jadi terpinggirkan. Dalam jangka panjang, hubungan yang tidak simetris seperti di atas selalu memunculkan masalah. Namun, menurut Immanuel Wallerstein, hubungan antar negara dalam sistem internasional sesungguhnya tidaklah statis.​[11]​ Negara pinggiran akan memunyai kesempatan untuk ‘naik kelas’ menjadi semi-periphery dan lambat laun akan berada di pusat sepanjang mampu dan berhasil melakukan pembangunan dan penyesuaian.​[12]​ Dengan demikian , peluang yang ada harus ditemukan dan digunakan sebaik-baiknya.
Ditinjau dari perspektif sejarah, pengaruh Cina di Indonesia telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dan telah mewarnai khasanah budaya Indonesia. Keuntungan budaya dan lebih khusus lagi jaringan industri para perantauan yang sudah menetap dan menjadi WNI, akan memberi kemudahan bagi RRC untuk memasarkan produk-produknya di Indonesia. Demikian juga dengan kemampuan lobbying yang dipunyai jaringan tersebut.
Hubungan bilateral Republik Indonesia (RI) dan Republik Rakyat Cina (RRC) telah mengalami dialektika yang sangat menarik sejak 23 April 1950. Pada masa pemerintahan Orde Lama (Orla) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, hubungan kedua negara terasa erat dan hangat. Hal ini terlihat dengan di rangkulnya RRC dalam  Koferensi Asia Afrika I tahun 1955 di Bandung selain itu para pejabat tinggi pemerintah dari kedua negara saling berkunjung satu sama lain, sebagai upaya membangun komitmen kerja sama yang kuat di bidang politik khususnya. Klimaks upaya tersebut menghasilkan apa yang dinamakan Poros Jakarta-Peking (di samping Pyongyang-Hanoi), sebagai simbol kekuatan dan solidaritas politik negara berkembang untuk menghadapi kekuatan politik imperialisme-kolonialisme negara-negara Barat (Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya) di tengah berkecamuknya Perang Dingin. Presiden Soekarno pula yang mendukung masuknya RRC dalam Dewan Keamanan PBB dengan pertimbangan luasnya wilayah dan jumlah penduduknya yang besar. ​[13]​
Sebaliknya, hubungan RI-Cina berubah menjadi dingin - bahkan beku - di era pemerintahan Orde Baru (Orba). Akhir Maret 1966 pemerintah Cina menutup kantor konsulatnya di Medan, Banjarmasin dan Ujungpandang. Setahun berikutnya, tepatnya awal Maret 1967, Presiden Soeharto selaku penguasa baru RI waktu itu secara resmi menutup/membekukan kantor Kedutaan Besar Cina di Jakarta, menandai putusnya hubungan diplomatik RI-Cina. Pembekuan hubungan RI-Cina itu adalah akibat (efek samping) adanya prasangka politik dan ideologis RI terhadap Cina, terutama terkait dengan Gerakan 30 September 1965 yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut pemerintah Orba, juga sebagian rakyat Indonesia, pemerintah Cina membantu PKI untuk melancarkan Gerakan 30 September yang menewaskan sejumlah Jenderal Angkatan Darat RI.​[14]​
Pemutusan hubungan diplomatik tersebut berimplikasi juga pada hubungan perdagangan tidak langsung Indonesia-RRC yang berjalan melalui negara-negara ketiga seperti Hongkong, Singapura dan Jepang. Situasi ini tentu saja tidak menguntungkan bagi kedua negara. Salah satu usaha untuk mengakomodasi aktifitas perdagangan yang terus meningkat sebelum dibukanya kembali hubungan diplomatik kedua negara adalah melalui penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) perdagangan bilateral kedua negara di Singapura 5 Juli 1985. MOU ini ternyata juga memperlancar upaya pemulihan hubungan kedua negara di bidang-bidang lainnya. disusul dengan pembentukan Komisi Bersama di bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerjasama Teknik (13 Nopember 1990), dan MoU di bidang Pengembangan Pariwisata (Juli 1990), juga memperkuat kesepakatan kedua negara.​[15]​ 
Hubungan diplomatik RI-RRC dinormalisasi kembali pada 8 Agustus 1990. Selain satu upaya untuk memperbaiki hubungan kedua negara adalah dengan menerbitkan sebuah buku putih pada 1994 yang isinya antara lain klarifikasi bahwa RRC tidak terlibat dalam pembunuhan dalam gerakan September 1965. Pemulihan hubungan diplomatik tersebut membuka jalan bagi kerjasama di berbagai bidang. Tidak hanya perdagangan saja tetapi juga mencakup hubungan ekonomi secara luas, perdagangan, investasi/penanaman modal, kerjasama teknik dan lain-lain termasuk pertukaran kunjungan dibidang seni budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan obat-obatan.
Perbaikan hubungan kedua negara terus berlangsung, bahkan semakin lancar semenjak Indonesia memasuki orde reformasi, menyusul berakhirnya pemerintahan Orba pimpinan Soeharto 21 Mei 1998​[16]​.Akan tetapi hubungan antara kedua negara masih saja menemui kerikil-kerikil tajam. Salah satu kerikil dalam hubungan kedua negara adalah kerusuhan Mei 1998 yang menurut beberapa kalangan menimbulkan banyak kerugian di pihak etnis Tionghoa. Hal ini menjadi ganjalan bagi hubungan bilateral RI-RRC. Namun beberapa kalangan di RRC menganggap peristiwa itu merupakan urusan dalam negeri RI walaupun RRC ikut menyesalkan peristiwa tersebut. selain itu sesuai dengan hukum kenegaraan RRC, setiap warga negara yang sudah memasuki kewarganegaraan negara lain bukan lagi warga negara RRC. Mereka harus tunduk pada aturan dan hukum yang berlaku dinegara yang memberikan kewarganegaraan bagi etnis Tionghoa tersebut.​[17]​
Di era reformasi, baik RI maupun Cina tampak punya keinginan serius untuk membangun kemitraan strategis melalui kerja sama saling menguntungkan di segala bidang. Kunjungan kenegaraan Presiden Abdurrahman 'Gus Dur' Wahid ke Cina, 1-3 Desember 1999, serta kunjungan kerja Perdana Menteri Zhu Rongji ke Indonesia, 7-10 November 2001, pada masa pemerintahan Megawati yang menghasilkan MOU kerjasama dalam perdagangan, mengisyaratkan keseriusan keinginan RI-Cina membangun kemitraan strategis. 
Keinginan kedua negara besar tersebut lebih dipererat lagi dengan kunjungan kenegaraan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Cina pada 17-30 juli 2005. Lawatan itu bisa disebut merupakan balasan terhadap kunjungan kenegaraan Presiden Cina Hu Jintao ke Indonesia pada April 2005, yang sekaligus mengikuti KTT Asia Afrika dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika.	Hu Jintao bertemu Yudhoyono dalam pertemuan bilateral pada April 2005 dengan menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) dan deklarasi bersama kemitraan strategis RI-Cina. Sejumlah MoU yang ditandatangani antara lain mengenai Bebas Visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas RI, bidang kelautan, bidang pembangunan infrastruktur, bidang kerjasama keuangan, bidang rekonstruksi dan rehabilitasi perkampungan korban tsunami. Selain itu juga MoU bantuan teknis di bidang keuangan, bantuan hibah, dan Sistem Peringatan dini gempa bumi dan tsunami.  Dalam kunjungannya ke Cina, Yudhoyono dan Hu Jintao menyaksikan kembali penandatanganan kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi.    
	Dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menelaah lebih lanjut mengenai peningkatan hubungan kedua negara yang dari periode keperiode mempengaruhi terhadap kerjasama ekonomi dan perdagangan yang mana saat ibi adanya suatu peningkatan dapat terlihat dengan membanjirnya produk-produk Cina di Indonesia dan dan begitu pula sebaliknya,ini menunjukan semakin membaiknya hubungan RI-RRC dan adanya peningkatan kesjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dengan kebijakan pintu terbukanya membawa Cina menjadi negara yang sangat diperhitungkan oleh banyak negara, dengan masuknya Cina menjadi anggota WTO pada masa Jiang Zemin jelas membawa perubahan ekonomi internasional dimana Cina menjadi lebih terbuka lagi bagi pasar dunia, tentunya perubahan ini akan berdampak juga bagi Indonesia yang mempunyai hubungan baik dengan Cina. Terbukti dengan adanya normalisasi hubungan Cina-Indonesia pada tahun 1990 yang sebelumnya didahului dengan pendandatangan MOU perdagangan Cina-Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan kepada judul skripsi: DAMPAK NORMALISASI HUBUNGAN RI-RRC TERHADAP KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN. 

B.  IDENTIFIKASI MASALAH
Reformasi politik dan ekonomi yang dicetuskan oleh Deng Xiaoping 1989 membawa perubahan yang sangat signifikan bagi kemajuan RRC, tentunya kemajuan ini diteruskan oleh generasi berikutnya yaitu Jiang Zemin yang berhasil membawa Cina menuju kepada kemajuan yang sangat pesat baik ekonomi maupun teknologi, kekuatan ekonomi Cina ini ditunjukan pada  tahun 1997-1998 yang seolah-olah untouchable oleh krisis ekonomi yang melanda Asia, selain itu Cina juga akhirnya berhasil masuk menjadi anggota WTO pada tahun 2001.
Kemajuan ekonomi yang dialami oleh Cina ini tentunya membawa perubahan pada tatanan ekonomi global, Indonesia sebagai negara yang pernah mempunyai hubungan diplomatik dengan Cina tentunya tidak bisa lagi menutup sebelah mata mengenai hubungannya yang beku sejak era Soeharto memimpin Indonesia. Pencairan  hubungan kedua negara ini akhirnya ditandai dengan penandatanganan MOU perdagangan   dan benar saja sejak pendandatangan MOU pada tahun 1985 tersebut perdagangan Cina - Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat nilai perdagangannya mencapai US $ 1,88 milyar pada tahun 1991 dan terus meningkat menjadi US $ 7.46 milyar pada tahun 2000.​[18]​
Dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan dalam penelitian, maka akan diuraikan hal-hal yang merupakan kondisi atau situasi yang menyebabkan timbulnya masalah
Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis akan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :
1.	Sejauhmana normalisasi hubungan RI-RRC berpengaruh terhadap kerjasama ekonomi-perdagangan kedua negara ?
2.	Program-program kerjasama apakah dari kedua negara yang mendukung pada bidang ekonomi dan perdagangan?
3.	Sejauhmana dampak dari normalisasi hubungan RI-RRC terhadap peningkatan kerjasama ekonomi-perdagangan kedua negara?
1.   Pembatasan Masalah




Berdasarkan uraian pembatasan diatas, maka dalam penulisan ini penulis merumuskan masalah kedalam suatu bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: SEJAUHMANA NORMALISASI HUBUNGAN RI-RRC BERPENGARUH TERHADAP KERJASAMA DIBIDANG EKONOMI – PERDAGANGAN KEDUA NEGARA?

C.	TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
1.  Tujuan Penelitian
Studi ini diharapkan menjadi kajian ilmiah yang akan mencapai tujuan-tujuan berikut :
1.	Untuk mengetahui bagaimana normalisasi hubungan RI-RRC.
2.	Untuk mengetahui sejauhmana kerjasama ekonomi-perdagangan RI-RRC
3.	Untuk mengkaji dampak dari normalisasi hubungan RI-RRC terhadap kerjasama ekonomi-perdagangan kedua negara
2. Kegunaan Penelitian:
a.	Dengan penelitian ini, diharapkan akan memperoleh dan menambah       pengetahuan penulis mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah internasional serta melatih kemampuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan.
b.	Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negara tercinta sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan.
c.	Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata -1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

D.KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS
1. Kerangka Teoritis 
Kerangka pemikiran ini didalamnya penulis akan mengutip teori dan pendapat para ahli yang telah teruji kebenarannya dan ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah memberikan dasar secara teoritis mengenai permasalahan yang ada.
Adapun teori yang akan dimunculkan adalah teori-teori yang berkaitan dengan hubungan internasional yang lebih mengedepankan pendekatan ekonomi sesuai dengan tema yang diambil yaitu bagaimana pengaruh dari perubahan politik dan ekonomi RRC terhadap hubungannya dengan  Indonesia, adapun hubungan Internasional menurut pendapat dari K. J Holsti, dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, menyebutkan istilah hubungan internasional sebagai berikut :
“Hubungan Internasional adalah sebagai bentuk interaksi diantara masyarakat negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah mapaun warga negara, lebih lanjut dikatakan, termasuk didalamnya terhadap pengkajian politik luar negeri dan politik internasional yang meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia meliputi bagian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”​[19]​

Salah satu bentuk hubungan internasional adalah kegiatan ekonomi internasional yang merupakan bagian terpenting dari suatu negara. Ekonomi sering muncul didalam percaturan politik internasional, bersamaan dalam globalisasi bidang ekonomi dan menunjukan bahwa setiap negara menuju pada perbaikan ekonomi dalam negerinya serta tidak terlepas dari pengaruhnya negara-negara lain. Pengertian ekonomi internasional menurut Dominik Salvator yang diterjemahkan oleh Rudi Sitompul dalam bukunya Internasional Ekonomi adalah sebagai berikut : “ Ekonomi Internasional adalah suatu aktifitas yang ditimbulkan oleh ekonomi dari keadaan saling ketergantungan unit-unit politik yang melintasi batas-batas negara dengan bersifat internasional.”​[20]​  
Dalam ekonomi internasional maka melahirkan suatu kerjasama internasional yang dirumuskan secara terperinci oleh Teuku May Rudy dalam bukunya Administrasi dan Organisasi Internasional mengenai kerjasama internasional adalah sebagai berikut : “ Kerjasama internasional adalah kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas negara baik antar pemerintah mapun non-pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.” ​[21]​  
Dengan adanya kerjasama internasional dengan negara lain maka akan mempermudah dalam melakukan transaksi perdagangan begitu pula dengan hubungan bilateral Cina dan Indonesia akan meningkatkan perekomomian kedua negara seperti yang dikatakan oleh Sukamdani Sahid Gitosardjono disela seminarnya yang berjudul Kejasama Perdagangan Indonesia-Cina :
“Dengan adanya kerjasama yang lebih erat, semakin terbuka kemungkinan saling belajar antara Indonesia dan Cina, bagi Indonesia sendiri dapat mempelajari bagaimana bisa meningkatkan perekonomian pada masa krisis ini, diluar itu keberhasilan perekonomian Cina di peroleh dari keberhasilan restrukturisasi ekonomi dan perbankan serta dibukanya perekonomian pasar dengan tetap menggunakan sikap hati-hati, maka dari itu Indonesia dapat meniru kemajuan perekonomian Cina.”​[22]​

Dalam setiap negara tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan dari hasil produksinya sendiri, oleh karena itu perlu adanya kerjasama setiap negara, begitu juga hubungan perdagangan antara Indonesia dan Cina dan timbulnya hubungan perdagangan anatar dua negara tersebut karena satu atau dua belah pihak melihat adanya manfaat atau keuntungan tambahan yang biasa diperoleh dari pertukaran tersebut, Cina sendiri sudah dapat melihat selah keuntungan yang dapat diperoleh dengan dengan melakukan hubungan dagang dengan Indonesia.      
Dalam mengkaji kerjasama internasional penulis juga mengkaitkan dengan perdagangan luar negeri, perdagangan luar negeri juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adapun pengertian dari perdagangan internasional menurut Sobri dalam bukunya Ekonomi Internasional Masalah dan Kebijakannya yaitu : “Perdagangan internasional adalah transaksi dagang diantara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barangan maupun jasa.”​[23]​    
Dalam melaksanakan hubungan Indonesia-Cina nampaknya Cina mempunyai kebijakan perdagangan luar negerinya dalam mencapai sasaran ekonomi maupun sasaran politiknya. Kebijakannya tidak hanya pada faktor eksternal saja tetapi berpengaruh juga pada faktor internal, hal ini disebabkan guna untuk mencapai arah baru bagi hubungan luar negeri Cina dengan negara terkuat didunia internasional, serta terhadap hubungan Cina dengan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Ani Soetjipto dalam bukunya Pembangunan Politik Gelobal, Situasi Gelobal dan HAM  
“Konsep perdagangan luar negeri Cina menganut sistem konsisten sebagai landasan dari hubungan internasional Cina dengan negara lain. Strategi sistem ini guna menciptakan lingkungan internasional yang aman, stabil untuk melaksanakan modernisasi (khususnya modernisasi ekonomi) dalam negeri.”​[24]​

Adapun keterkaitan antara perdagangan internasional dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dipaparkan oleh Sudomo Sukirno dalam bukunya Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan adalah :
“… bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan sumbangan yang pada akhirnya akan mampu memperlaju perkembangan ekonomi dan perdagangan dengan luar negeri yaitu memungkinkan suatu negara memperluas pasar dari hasil produknya dan meningkatkan negara tersebut menggunakan teknologi yang lebih baik keadaannya dari pada yang terdapat didalam negeri.”​[25]​     

Bahwa dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan melalui kerjasama ekonomi tersebut tidak tertutup peluang bagi setiap negara untuk mengambil keuntungan dalam proses kerjasama ekonomi tersebut.
Ada beberapa pendapat baik dari pengamat ekonomi maupun elite politik yang menilai bagaimana kerjasama perdagangan yang terjalin selama ini, antara Cina-Indonesia dapat memberi kontribusi, khususnya pada pembangunan ekonomi Indonesia yang tentu saja mengalami kemunduran sejak krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia. Kondisi pro dan kontra pada kalangan ekonomi dan elite politik dapat dilihat dari beberapa pendapat praktisi salah satunya pengamat ekonomi Prof. M, Sadli berpendapat :
“Cina adalah contoh negara dikawasan Asia Timur yang berhasil memulihkan diri dari keterpurukan ekonomi yang nyaris melanda hampir seluruh kawasan Asia sejak empat tahun. Meski secara ideologi masih komunis, sosok negara Cina tampil seperti kapitalis. Makanya, saya katakan tak perlu lagi takut berdagang dengan Cina karena niat mereka hanya dagang, karena sebenarnya sudah sejak lama tanpa ramai-ramai berdiplomasi kita sudah lama melakukan hubungan perdangan dengan Cina.” ​[26]​
Pertumbuhan ekonomi di Cina dimulai sejak era Deng Xiaoping yang mencanangkan reformasi ekonomi yang berorientasikan pasar dengan kebijakan pintu terbuka, dengan sendirinya Cina sudah menjadi bagian pasar lainnya dalam perekonomian global kapitalis. Majunya ekonomi Cina ditandai dengan banyaknya PMA yang menanamkan investasinya di Cina pada awal tahun 1978 masih berkisar UD $ 0,64 milyar dan merambat naik mencapai US $ 4,37 milyar pada tahun 1991.  
Dengan demikian Cina telah memasuki tahapan baru dalam pembangunan perekonomiannya melalui reformasi yang dilakukan melalui cara-cara yang ada dalam perekonomian maju di barat tanpa menghilangkan karaktersitiknya sebagai sebuah negara dengan  sistem sosialis-ekonomis , reformasi di Cina ditandai dengan ditinggalkannya strategi self reliance dan menerima persfektif sistem dunia yang menganggap bahwa pasar kapitalis merupakan pasar dunia, perhatian pada transisi kekuasaan, terutama peningkatan kekuatan ekonomi Cina , membuat kaum realist pada tahun 1990-an memprediksi bahwa Asia Timur telah mengalami kebangkitan A classical great power.
Menurut Kenneth Lieberthal dalam bukunya yang berjudul Governing China : From Revolution Through reform dimana starategi reformasi ekonomi Cina adalah :
“strategi perekonomian Cina telah dikendalikan oleh pandangan strategi internasional pada elit politiknya pandangan ini menghubungkan keamanan Cina dan pengaruhnya pada ekonomi negara dan menuntut pertumbuhan ekonomi yang meningkat seperti yang diperlihatkan negara-negara tetangganya, pada pandangan ini mengakui bahwa pertumbuhan Cina dalam jangka pendek didapatkan dari tenaga kerja yang murah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi yang cepat.”​[27]​    

Pada saat Megawati mengadakan kunjungan diplomatik kenegeri tirai bambu ini, guna menggalang kerjasama ekonomi serta mencari investor-investor Cina yang berniat menanamkan modalnya. Pada kesempatan itu Menteri Pertanian Bungaran Saragih menyaksikan teknologi yang dimiliki oleh Cina dan Beliau berpendapat :
“… apa yang bisa dilakukan Cina didasarkan atas tiga prinsip. Pertama, kultur yang kuat untuk selalu mencoba dan bereksperimen; kedua, kultur untuk mencatat setiap langkah yang sudah dilakukan; dan kultur bekerja untuk menghasilkan karya terbaik.”​[28]​

Lain halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh pengamat ekonomi Didik J. Rachbini, yaitu : 
“berhadapan dengan Cina, pemerintah hendaknya tidak bersikap naïf, Indonesia harus bersikap resiprokal yaitu berhitung secara cermat dan menghadapinya satu persatu, sebab strategi perdagangan Cina bukan sekedar masuk kesebuah pasar , tetapi bagaiamana menggorogoti pasar lawan “ ​[29]​ 

Keadaan seperti ini telah ditunjukan oleh Cina dengan membanjiri pasar Indonesia dengan menjual berbagai macam produk yang harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan produk negara lain bahkan lebih murah dari harga produk dalam negeri, tentunya hal ini bisa mengakibatkan bangkrutnya perusahaan-perusahaan dalam negeri terutama untuk lingkungan Home Industri 
Direktur kerjasama multilateral Deplu RI , Jauhari Oratmangun pada munas IV Asperapi 2002 di Jakarta mengatakan, secara prinsipnya masuknya Cina Ke WTO akan membuka pintu peluang bisnis.
“Dibukanya Cina terhadap perdagangan bebas, akan membuka akses terhadap hubungan perdagangan investasi yang kebih besar kenegara itu, menurutnya, jumlah penduduk Cina yang mencapai 1,3 milyar dengan tingkat pertumbuhan GDP rata-rata 9,7 persen dan menurunkan bea masuk akan menjadi pasar yang lebih besar bagi produk industri dasar Indonesia.”​[30]​ 

Adapun komoditi unggulan yang di ekspor Indonesia ke Cina diantaranya adalah minyak nabati, pulp dan kertas, plywood dan barang dari kayu, tekstil, mesin, peralatan kantor. Produk lainya adalah perabotan, sepatu, permata, serta pesawat perekam suara.
Aburizal Bakrie mengungkapkan tentang hubungan yang terjadi antara Indonesia dan Cina sebagai mitra yang berpotensial yaitu :
“Indonesia dan RRC merupakan dua negara besar yang memiliki potensi besar, meski dalam hal yang berbeda. Jadi bila terjadi persaingan hendaknnya yang sehat artinya tidak saling mematikan, bila terjadi hubungan kerjasama yang harmonis dua negara yang menjadi inti pertumbuhan Asia Pasifik dijadikan motor perkembangan negara-negara non-blok.”​[31]​

Hubungan Indonesia-Cina yang mulai berkembang sejak tahun 1990-an bergerak hampir pada semua bidang antara lain perdagangan, investasi, iptek, industri, pertanian, energi, pertambangan, telekomunikasi. Kerjasama perdagangan Indonesia-Cina telah berjalan dengan baik 
“…kerjasama bilateral antara kedua negara mengalami kemajuan yang pesat. Pada tahum 1991 nilai total perdagangan Indonesia-Cina sebesar US $ 1,88 milyar dan terus meningkat menjadi sebesar US $ 7,46 milyar pada tahun 2000 atau meningkat rata-rata 29.7 persen per tahun.”

Hubungan antara kemakmuran ekonomi dan perkembangan demokrasi cukup lama menarik perhatian para pakar demokrasi. Menurut Robert Dahl dalam bukunya yang berjudul Polyarchy : Participation and Opposition : 
”kemakmuran ekonomi sejak lama telah diperhatikan sebagai salah satu faktor pendorong   pertumbuhan dan perkembangan demokrasi. Pada tahun 1971 Dahl menyebutkan bahwa negara-negara yang mampu mencapai tingkat pendapatan perkapita 700 dollar Amerika dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki kondisi cukup untuk menuju demokrasi.”​[32]​

Huntington juga mengamati bahwa demokratisasi diberbagai penjuru dunia terjadi secara bergelombang, sejalan dengan pemikiran Dahl, Huntington juga berpandangan bahwa terdapat kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan demokrasi. Adapun cirinya yaitu :
1.	The importance of the international context
2.	Adanya independent actors in civil society 
3.	Komunikasi media elektronik (penyebaran informasi)​[33]​ 
Cina bisa berubah menjadi negara yang ekonominya maju diakibatkan karena adanya reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping kemudian hal ini lah yang akhirnya Cina bisa melakukan demokrasi yang baik hal ini terlihat ketika diselenggarakan Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke VI pada tahun 1983, anggota kongres berani mengajukan 830 pertanyaan dan 14215 usul, kritik , maupun pendapat mengenai berbagai hal. Setelah lebih dari 50 tahun tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik.​[34]​ 
penulis mencoba mengemukakan asumsi-asumsi sebagai pendukung yakni sebagai berikut:
1.	Dampak dari normalisasi hubungan RI-RRC terhadap kerjasama ekonomi-perdagangan kedua negara terciptanya peningkatan. 
2.	Pembangunan ekonomi Cina meningkatkan kerjasama yang erat bagi RI – RRC dengan ditandai dengan membanjirnya produk – produk Cina di Indonesia dan meningkatnya perdagangan antara kedua negara.
2.	Hipotesis 
Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:
“Indonesia dan RRC merupakan dua negara besar di Asia yang memiliki potensi, bila terjadi terjadi peningkatan hubungan di antara keduanya baik yang bersifat diplomatik maupun yang bersifat non diplomatik (hubungan dalam arti luas), maka hubungan kerjasama ekonomi perdagangan akan lebih harmonis dan menjadi inti perdagangan bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara”

Operasional Variabel dan Indikator
Variabel	Indikator	Konsep Analisis
Variabel Bebas:Jika hubungan RI-RRC mengalami peningkatan baik bersifat diplomatik maupun non diplomatik	Adanya normalisasi hubungan diplomatik RI-RRCAdanya hubungan perdagangan            RI-RRC 1997-2001	Kunjungan PM Li Peng ke Jakarta tahun 1990Data mengenai ekspor-impor barang dagang.










D.	METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1.	Tingkat Analisis
Dalam penelitian ini, tingkat analisis yang digunakan adalah tingkat analisa Induksionis, yaitu unit analisanya pada tingkat yang lebih tinggi dimana unit analisanya adalah RRC sedangkan unit eksplanasinya adalah Indonesia.  
2.	Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analaitis dimana metode deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis fenomena yang ada didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat aktual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial tertentu, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpretasi data-data tersebut.




Dalam teknik pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan laporan ini maka peneliti memilih teknik penulisan melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik yang bersifat teori maupun empiris, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti yang mana sumber data ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, laporan-laporan, serta sumber-sumber tertulis lainya yang dianggap relevan sebagai kajian penelitian yang tengah di bahas.


F.	LOKASI DAN LAMANYA PENELITIAN
1.	Lokasi Penelitian
a.	Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
Jl. Sisingamangaraja No. 73-75 Jakarta.
b.	Kedutaan Besar Cina
Jl. Mega Kuningan No. 2 Jakarta 
c.   Center For Strategic International Studies (CSIS)
Jl. Tanah Abang III/23-27 Jakarta.
      d.  Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Departemen Luar Negeri RI
            Jl. Taman Pejambon No. 4 (ex-BP7) Jakarta Pusat.
2.  Lama Penelitian 
















   

G.	SISTEMATIKA PENULISAN
Laporan hasil penelitian akan dibagi kedalam lima bab, yang menguraikan permasalahan secara berurutan dan secara terinci. Secara garis besar masing-masing bab akan membahas tentang :
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah terdiri dari pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis terdiri dari kerangka teoritis, hipotesis penelitian, opersionalisasi variable dan indikator,dan skema teoritis, metode dan teknik pengumpulan data serta lokasi dan lamanya penelitian.

BAB II PERKEMBANGAN HUBUNGAN RI-RRC PASCA NORMALISASI DARI TAHUN 1990 SAMPAI DEWASA INI
Dimana dalam bab ini terdapat kajian atas perkembangan-perkembangan hubungan RI-RRC atau normalisasi dari hubungan kedua negara, yang mana terdapat penjelasan strategi atau langkah-langkah yang dilakukan dalam normalisasi kembali hubungan RI-RRC sampai pada terciptanya peningkatan hubungan saat ini.
BAB III PROGRAM KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN RI-RRC
Dalam bab ini berisikan mengenai kerjasama antara RI-RRCdalam bidang ekonomi dan perdagangan dimana dapat dilihat apa-apa saja kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara dan bagaimana perkembangan akan kerja sama tersebut bagi kedua negara.
BAB IV PENGARUH NORMALISASI HUBUNGAN RI-RRC TERHADAP PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI-PERDAGANGAN
Dalam bab ini membahas tentang peningkatan terhadap perkembangan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara RI-RRC  serta manfaat-manfaat apa yang didapat oleh kedua negara dari normalisasi hubungan RI-RRC.
BAB V KESIMPULAN    

























































^1	   Immanuel Wallerstein, The Capotalis World Economy, Cambridge & Paris Cambridge UP & Edition de la Maison de Sciences de I’Homme, 1997
^2	  James L, Peek Ideal Illusion China Globalism and the National Scurity World 1947-1968, Ann Arbor, Michigan. University Microform Internetional, 1996. microrepro of Thesis (PhD), (New York University 1996) 
^3	  Federick C Teiwes, The Politics of  Succesion: Premous Palterns and a New Process, Paper For the International Conference on the Challenges to China’s Fourth Generation Leasership, Singapure, 2001  
^4	  ibid  
^5	  Cheng Li, China’ Leaders: The New Generation (Lanham,Maryland, Rowman,& Littlefield Pub,2001), hlm.118
^6	  Held, David et al, Global Transformation, Politics, Economics, and Culture ( Cambridge, Polity Press, 1985) 
^7	  Samuel P. Huntington, Gelombang Demokrasi Ketiga, Terjemahan Jakarta, Pustaka Utama Grafiti,1995 
^8	  Bob Widyahartono,Bangkitnya Naga Besar Asia, Andi, yogyakarta.2004 hal 10-11 
^9	   Bob Widyahartono, Era Deng Xiaoping dan Reformasi Ekonomi, Harian Media Indonesia, 7 Agustus 1990  
^10	  ibid 
^11	  Anthony Giddens, Ruaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal 10. 
^12	  Immanuel Wallerstein, The Capitalist World-Economy, Cambridge & Paris Cambridge U P & Editions de la Maison de Sciences de I’Homme, 1979.
^13	  Media Indonesia, 9 November 2001
^14	  Seperti disampaikan oleh Aisha Anfeifei dari sebuah biro jasapendidikan RRC dan Mariam Luo Yan Lian dari Ningxia University RRC dalam kunjungannya ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.   
^15	  Wen Beryan, Seminar China and the WTO Yogyakarta 2001  
^16	  Ibid 
^17	  Ibid
^18	  Hutagalung, Bermand, Dampak Hubungan Dagang Terbuka dengan China, Business News, Jakarta, 24 April 2004. 
^19	  K.J Holsti, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, Binacipta, Bandung, 1992 hal 26-27
^20	  Dominic Salvatore , Ekonomi Internasional, serial Schaucum, jilid II, 1984, hal 5
^21	  Teuku May Rudy , Administrasi dan Organisasi Internasional, Bina Budhaya , 1983, hal 19
^22	  Sukamdani Sahid Gitosardjono, Kejasama Perdagangan Indonesia-Cina, Kompas, 21 Mei 2000
^23	  Sobri, Ekonomi Internasional Masalah dan Kebijakannya, 1986, hal 2
^24	  Ani Soetjipto, Pembangunan Politik Gelobal, Situasi Gelobal dan HAM , 1994, hal 341
^25	  Sudomo, Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Proses, masalah dan Dasar kebijakan, 1981, hal 25
^26	  Prof. M, Sadli, Kompas, 2001
^27	  Kenneth, Lieberthal, Governing China : From Revolution Through reform, WW Northon and company inc, 1995, hal 244-245
^28	  Bungaran Saragih, kompas, 2002
^29	  Didik J. Rachbini, Kompas, 2002
^30	  Jauhari Oratmangun, Kompas, 2002
^31	  Aburizal Bakrie, Suara Pembaharuan,1994 
^32	  Robert, Dahl, Polyarchy : Participation and Opposition,New Heaven: Yale University Press, 1971
^33	  Rini Afrianti, Diktat Teori Perbandingan Politik, Universitas Pasundan, 2002, hal 4  
^34	  I Wibowo, Belajar Dari Cina, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004, hal 125
